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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor 

pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak 

yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi 

tercapainya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, 

pemerintah selalu menciptakan kebijakan dalam peraturan perpajakan serta 

mendorong masyarakat untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam 

membayar pajak. Dari berbagai macam wajib pajak, usaha jasa konstruksi 

merupakan salah satu wajib pajak yang selalu menerapkan sistem perpajakan 

serta tidak terlepas dari pembayaran pajak demi meningkatkan sarana dan 

prasarana dalam menunjang pembangunan. Hal ini disebabkan jasa konstruksi 

termasuk dalam kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta memiliki 

peran penting dalam terwujudnya pembangunan. Hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) mengenai Pajak 

Penghasilan atas jasa konstruksi.  

 

Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

kontruksi, layanan jasa pekerjaan kontruksi dan layanan jasa konsultasi 

pengawasan pekerjaan konstruksi. Peraturan perpajakan mengenai pajak 

penghasilan atas jasa konstruksi mempunyai aturan yang pengenaan pajak nya 

berbeda dengan yang lain yaitu mengatur tentang pajak yang biasanya dikenakan 

pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan yang mengatur tentang Pajak 

Penghasilan atas jasa konstruksi lebih jelasnya pada Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa setiap penghasilan 

yang diterima oleh wajib pajak atas usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak 

dan penghasilan tersebut juga akan dipotong pajak yang bersifat final yang diatur 
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dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Mengenai Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) yang diatur dalam 

Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa objek 

penghasilan yaitu penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lain, 

surat utang negara, bunga obligasi, hadiah undian, persetujuan dan pembelian 

saham, penghasilan atas usaha jasa konstruksi dan sekuritas lain. Hal ini 

merupakan pajak yang bersifat final tersebut tidak perlu digabung dengan 

penghasilan lain. Oleh karena itu, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

atas usaha jasa konstruksi akan dikenakan tarif yang berlaku sekarang. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

187/PMK.03/2008 menjelaskan juga bahwa pemotongan pajak penghasilan  pasal 

4 ayat (2) yang bersifat final dipotong oleh pengguna jasa dan penyetoran disetor 

oleh pengguna jasa apabila pengguna jasa tersebut sebagai pemotong pajak. Untuk 

penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi memiliki batas 

waktu yaitu paling lama dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan 

terutangnya bagi pengguna jasa dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah 

pembayaran diterima oleh pemberi jasa. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang 

sudah dipotong akan disetor ke bank dan penyetoran tersebut dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Proses pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi mulai diberlakukan secara daring melalui DJP 

Online atau e-bupot unifikasi. Pada saat melakukan pelaporan pajak, Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan 

berikutnya, dan apabila pelaporan tersebut dilakukan pada hari libur maka akan 

dilakukan pada hari kerja berikutnya.  

 

Dalam setiap kategori usaha jasa konstruksi terdapat perbedaan tarif Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) usaha jasa konstruksi. PT Hutama Karya selaku 

penyedia jasa memiliki kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak 

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai SOP perusahaan, PT Hutama Karya akan 

melakukan validasi atas aspek perpajakan tagihan, menentukan tarif pajak, dan 

menghitung Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 
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atas jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) dengan tarif yang sesuai Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu PP Nomor 

9 Tahun 2022 yang berarti akan dikenakan tarif sebesar 2,65% karena PT Hutama 

Karya termasuk Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat besar. Sebagaimana  yang 

diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 

2022 yang berbunyi “Tarif Pajak Penghasilan untuk pekerjaan konstruksi  

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu 2,65% (dua koma enam puluh 

lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang 

memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi atau sertifikat besar”. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul tugas akhir 

“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 

Ayat (2) Final Jasa Konstruksi Pada PT Hutama Karya (Persero)”. Penulis 

memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan 

Final Pasal 4 Ayat (2) serta memberikan gambaran tentang mekanisme 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang terjadi di PT Hutama Karya 

(Persero). 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain: 

a. Proses mekanisme dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT Hutama Karya 

b. Hambatan yang dihadapi selama proses pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT 

Hutama Karya 

c. Solusi dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT Hutama Karya 
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1.3 Tujuan Penulisan 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan laporan tugas akhir 

ini antara lain: 

a. Untuk menjelaskan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi yang terjadi di PT Hutama 

Karya (Persero). 

b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa 

konstruksi pada PT Hutama Karya (Persero). 

c. Untuk mengetahui solusi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi pada PT Hutama 

Karya (Persero). 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Dari penulisan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

Bagi Penulis, sebagai media untuk melihat penerapan teori dari mata kuliah 

yang diterima, khusunya mata kuliah perpajakan. Dengan memperhatikan 

mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 

Ayat (2) pada PT Hutama Karya (Persero). 

Bagi Instansi, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi 

agar kedepannya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau referensi pembaca 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas kerjanya. 

Bagi Politeknik Negeri Jakarta, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat 

menjadi bahan bacaan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi 

Politeknik Negeri Jakarta, sekaligus menjadi referensi bagi penulis lainnya yang 

ingin mengetahui mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di suatu usaha jasa konstruksi. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Pada metode penelitian ini akan menguraikan mengenai tahapan yang akan 

digunakan dalam  penulisan Tugas Karya Akhir. Bab ini menjelaskan tentang 

penggunaan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dimana metode ini 

akan dilakukan analisa data/dokumen. Metode tersebut                          melalui 4 tahap kegiatan 

yaitu: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara seperti pada lampiran 1 dengan menanyakan 

secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan 

khususnya berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa 

konstruksi. 

b. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang berkaitan 

dengan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) final jasa konstruksi. 
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BAB V  

 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan sebelumnya yang dilaksanakan 

penulis di PT Hutama Karya Persero dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat 2 Final Jasa Konstruksi di PT Hutama Karya Persero, maka 

kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final 

Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh bagian pajak di PT Hutama Karya sudah 

baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan 

dimulai dengan menerima dokumen penagihan dari vendor. Melakukan 

validasi terhadap tagihan tersebut. Membuat bukti potong pada Website DJP 

Online. Membukukan hutang Pajak Penghasilan dan merekapitulasi anggaran 

selama 1 (satu) bulan berjalan. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara 

bagian pajak dan bagian akuntansi. Setelah itu bagian keuangan wajib 

menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi ke Negara. Setelah 

disetorkan, bagian pajak melaporkan pajaknya dengan membuat SPT Masa 

PPh di Website DJP Online. 

b. Dalam melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 

4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Hutama Karya terdapat beberapa hambatan 

yaitu sulitnya menentukan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi 

dikarenakan banyak yang tidak melampirkan Surat Izin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK), dan salah pembukuan yang seharusnya PPh 23 atau 22 

tetapi tercatat di PPh Pasal 4 Ayat 2. 
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c. Dalam menangani hambatan yang terjadi, PT Hutama Karya terus 

memberikan usaha yang maksimal dengan menghubungi kembali vendor 

untuk dikirimkan  lampiran SIUJK dan memastikan kembali pencatatan utang 

PPh apakah sudah sesuai atau belum. 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk PT Hutama Karya Persero 

dalam proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa 

Konstruksi adalah sebagai berikut:  

 

a. Sebaiknya perusahaan menekankan dan mengingatkan kembali kepada 

vendor-vendor agar tidak lupa untuk melampirkan Surat Izin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK). Hal tersebut akan membuat pekerjaan menjadi tertunda 

karena menunggu dikirimkan kembali SIUJK tersebut. 

b. Sebaiknya perusahaan lebih teliti kembali terhadap pembukuan yang 

dilakukan dan meminta untuk karyawan lain agar mengeceknya berulang kali, 

karena untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Bagaimana Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 

Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Hutama Karya Persero? 

2. Bukti potong yang akan diberikan kepada vendor itu dibuatnya kapan? 

3. Boleh dijelaskan apa itu Surat Setoran Pajak (SSP) dan kapan SSP tersebut 

dibuat? 

4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) itu buat apa? 

5. Hambatan apa saja yang biasanya dihadapi dalam pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Hutama Karya 

Persero 

6. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Hutama Karya Persero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Invoice PT AMK  

Sumber: Dokumentasi PT Hutama Karya Persero, 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 Bukti Potong PT AMK  

Sumber: Dokumentasi PT Hutama Karya Persero, 2022 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 Bukti Penerimaan Negara PT Hutama Karya  

Sumber: Dokumentasi PT Hutama Karya Persero, 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PT Hutama Karya 

Sumber: Dokumentasi PT Hutama Karya Persero, 2022 


